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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 660 - 202 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PROPER DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan diperlukan komitmen dari semua
stakeholders terkait, termasuk objek usaha dan/atau
kegiatan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan
izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan,;

bahwa untuk meningkatkan komitmen, kesadaran dan
ketaatan para pelaku kegiatan terhadap izin lingkungan
dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan
evaluasi dan penilaian kinerja melalui Kegiatan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
PROPER Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim
Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang — Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



10.

11.

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5617);

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21

Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga
Listrik Termal,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas
Bumi;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor S Tahun 2014
tentang Baku Mutu Air Limbah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun
2019;

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, terdiri dari
Dewan Pertimbangan, Tim Teknis dan Sekretariat dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
PROPER Daerah :

a. mengevaluasi laporan hasil penilaian PROPER Daerah
yang disampaikan oleh Tim Teknis PROPER Daerah;

b. membahas dan mengkaji usulan peringkat sementara
PROPER Daerah dari Tim Teknis;



C.

d.

dapat melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Tim
Teknis; dan

mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan
peringkat tetap PROPER Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2019.

2. Tim Teknis Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER Daerah:

a.

mempersiapkan sarana dan  prasarana yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan
pembinaan PROPER Daerah;

. merumuskan mekanisme dan kriteria penilaian

PROPER Daerah Tahun 2019;
menetapkan objek PROPER Daerah;

. melakukan pengumpulan data sekunder kondisi

lingkungan objek PROPER Daerah;

melakukan pengumpulan data lapangan (data primer)
ke lokasi peserta PROPER Daerah;

melakukan evaluasi dan analisis terhadap data primer
dan data sekunder objek PROPER Daerah,;

melakukan klarifikasi penilaian bersama
pemrakarsa/manajemen kegiatan/usaha serta
Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;

menyusun peringkat dan raport sementara objek
PROPER Daerah untuk disampaikan kepada Dewan
Pertimbangan; dan

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

3. Sekretariat Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER Daerah:

a.

b.

mempersiapkan administrasi kegiatan penilaian dan
pembinaan PROPER Daerah;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Dewan
Pertimbangan dan Tim Teknis dalam melaksanakan
penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan objek
PROPER Daerah;

mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan
penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan objek
PROPER Daerah; dan

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada
Gubernur.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER
Daerah).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
7 /.__\
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Tembusan disampaikan kepada yth:

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;

Sdr. Bupati/Walikota terkait di Tempat;

Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;

®NOUA WP

Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 668 - 202 - 2019 ’

TANGGAL : 1 Maret 2619

PERIHAL :PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN PROPER DAERAH

PROVINSI
2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

SUMATERA BARAT TAHUN

KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN PROPER DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019
KEDUDUKAN
No JABATAN/INSTANSI DALAM TIM
1 | Gubernur Sumatera Barat Pelindung
2 | Wakil Gubernur Sumatera Barat Pembina
A.Dewan Pertimbangan PROPER Daerah
1 | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ketua
2 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Wakil Ketua
3 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Sekretaris
4 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Anggota
Barat
5 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Anggota
Sumatera Barat
6 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Anggota
7 | Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Anggota
Sumatera Barat
8 | Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Anggota
9 | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Anggota
Sumatera Barat
10 | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Anggota
Barat
11 | Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Anggota
Sumatera Barat
12 | Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Provinsi Anggota
Sumatera Barat
B.Tim Teknis PROPER Daerah
1 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Ketua
Lingkungan Hidup, dan Pentaatan Hukum Lingkungan
2 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Wakil Ketua
Kapasitas
3 | Kepala Bidang Tata Lingkungan Wakil Ketua
4 | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Sekretaris
S | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Anggota
6 | Kepala Seksi Pentaatan Hukum Lingkungan Anggota
7 | Kenala Seksi Pencelolaan 1R Acenisrrmdin




KEDUDUKAN

No JABATAN/INSTANSI DALAM TIM
8 | Unsur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Anggota
9 | Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Anggota
10 | Unsur Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Anggota
11 | Unsur Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Anggota
Andalas Padang
12 | Unsur Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Anggota
13 | Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Provinsi Sumatera Barat Anggota
14 | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Anggota
Hidup, dan Pentaatan Hukum Lingkungan
C.Sekretariat PROPER Daerah
1 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Ketua
Lingkungan Hidup, dan Pentaatan Hukum Lingkungan
2 | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Sekretaris
Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan A
nggota

Hidup, dan Pentaatan Hukum Lingkungan




